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Abstrak

Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dengan status Sertifikat Hak
Milik merupakan perbuatan awal yang mendahului perbuatan hukum pada
jual beli tanah. Kedua belah pihak bisa membuat PPJB tanpa harus
membuat akta, PPIB ini tetap mengikat semua pihak. Hal inilah bisa
terjadi ketika PPIB dibuat dengan memenuhi persyaratan sah perjanjian
sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi
pengikatan jual beli berbeda dengan perbuatan hukum jual beli tanah.
Dari segi kewenangannya Notaris memiliki kewenangan membuat akta
pengikatan jual beli tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi
tidak berwenang membuat akta pengikatan perjanjian jual beli otentik
jual beli tanah bersertifikat hak milik (AJB), karena kewenangan membuat
akta jual beli tanah (AJB) bersertifikat Hak Milik ada pada PPAT.

Berpijak pada Pasal 1870 KUHPerdata bahwa penegasan akta yang
dibuat dihadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna. Apabila menganalisa bahwa calon pembeli memang sebaiknya
membuat PPJB dihadapan PPAT. Hal ini merupakan kewenangan PPAT
dalam mencegah adanya perselisihan (tindakan hukum preventif) antara
penjual dan pembeli.

Apabila melihat dari sudut pandang Undang-Undang Cipta Kerja
melalui isi PPJB tersebut, maka sepuluh hal yang diatur dalam PPIB
menurut Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun
1995, antara lain (1) pihak pelaku kesepakatan, (2) kewajiban penjual, (3)
uraian objek pengikatan jual beli, (4) pengalihan hak, (5) pembatalan
pengikatan, dan juga (6) penyelesaian perselisihan. Turunan dari
Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995
selanjutnya diatur dengan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 vyang
mengatur tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah dimana
sebelumnya telah dicabut dengan Kepmen 11/KPTS/1994 tentang
Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tentang Kepmen
09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

Ketentuan terkait PPJB tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR
Nomor 11 Tahun 2019, dan juga dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pasal 42 UU Rumah Susun, developer
dapat melakukan pemasaran dan jual beli sarusun sebelum pembangunan
rumah susun selesai dilakukan. Dengan disertai syarat-syarat
pembangunan yang ditetapkan dalam UU Rumah Susun, diharapkan dapat
mengoptimalkan pemasaran dan memberi daya tarik bagi masyarakat
selaku konsumen. Konsumen yang hendak membeli sarusun yang mana
pembangunannya belum selesai dilakukan, dapat membuat PPIB terlebih
dahulu dengan developer.

Pasal 42 UU Rumah Susun ini memberikan kewenangan Notaris dan
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PPAT dalam optimalisasi penyelenggaraan jual beli rumah susun. Selain itu
didalam Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 memberikan landasan hukum
dalam optimalisasi pengaturan pebuatan PPIJB satuan rumah susun.
Bahkan Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 merupakan bentuk intervensi
pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum
bahwa kedudukan pembeli dan developer telah sama dan seimbang.
Ketika Developer membuat PPJIB tidak sesuai dengan apa yang dipasarkan
maka akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 43 ayat (2) UU Rumah
Susun.

Dilain pihak pada UUCK Dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, Kementerian PUPR merasa bahwa perubahan
terkait peraturan rumah susun perlu direvisi sehingga terbitlah Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman. Pasal 22 I ayat (7) diatur bahwa
keterbangunan 20 persen untuk rumah tunggal/rumah deret dihitung dari
seluruh jumlah unit serta ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Umum dalam suatu perumahan yang direncanakan, sedangkan untuk
rumah susun 20 persen keterbangunan ditinjau dari volume kontruksi
bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Landasan Pasal 22 I
ayat (7) inilah merupakan manifestasi terkait dengan syarat
penandatanganan PPJB yang telah direvisi dalam PP 12/2021.

Pada aspek kewenangan dalam penandatangan isi PPJB pada revisi
PP 12/2021 terutama Pasal 22 I ayat (7) telah ditandatangani oleh calon
pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat dihadapan Notaris, karena
pada dasarnya adalah hakikat dari perjanjian yang bersumber pada Pasal
1338 KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi
undang-undang bagi mereka yang membuatnya berlaku prinsip pacta sunt
servanda.

Kata Kunci: Notaris, Pengikatan Perjanjian Jual Beli, UUCK
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Abstract

The binding of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) with the status of
a Certificate of Ownership is an initial act that precedes legal actions in the sale
and purchase of land. Both parties can make PPJB without having to make a
deed, this PPJB is still binding on all parties. This can happen when PPJB is made
by fulfilling the legal requirements of the agreement in accordance with Article
1320 of the Civil Code. So the binding sale and purchase is different from the
legal act of buying and selling land. In terms of authority, the Notary has the
authority to make a binding deed of sale and purchase of land with the status of
a Certificate of Ownership (SHM), but is not authorized to make an authentic
deed of sale and purchase of land with a certificate of ownership rights (AJB),
because the authority to make a deed of sale and purchase of land (AJB) with a
certificate of Ownership is on PPAT.

Based on Article 1870 of the Civil Code that affirmation of a deed made
before a notary has perfect evidentiary power. When analyzing that the
prospective buyer should indeed make PPIB before the PPAT. This is the
authority of PPAT in preventing disputes (preventive legal action) between the
seller and the buyer.

If you look from the point of view of the Job Creation Act through the
contents of the PP]B, then ten things are regulated in PPJB according to the
Decree of the State Minister of Public Housing Number 9 of 1995, including (1)
the parties to the agreement, (2) the obligations of the seller, (3 ) description of
the object of sale and purchase binding, (4) transfer of rights, (5) cancellation of
binding, and also (6) dispute resolution. The derivative of the Decree of the
Minister of State for Public Housing Number 9 of 1995 is further regulated by the
Minister of Public Works and Public Housing No. 11. .

Provisions related to PPJB are contained in the Minister of PUPR
Regulation Number 11 of 2019, and also in Law (UU) Number 20 of 2011
concerning Flats. Article 42 of the Flats Law, developers can conduct marketing
and buying and selling of condominium units before the construction of flats is
completed. Accompanied by the development requirements stipulated in the Flats
Law, it is hoped that it will optimize marketing and attract the public as
consumers. Consumers who want to buy condominium units whose construction
has not been completed, can make PPIB first with the developer.

Article 42 of the Law on Flats gives the authority of a Notary and PPAT in
optimizing the sale and purchase of flats. In addition, in the PUPR Ministerial
Regulation No. 11/PRT/M/2019 provides a legal basis for optimizing the
arrangement for PPJB for flats. Even the PUPR Ministerial Decree No.
11/PRT/M/2019 is a form of government intervention to provide legal protection
and legal certainty that the position of the buyer and developer is equal and
balanced. When the Developer makes PPJB not in accordance with what is being
marketed, it will be subject to sanctions as stated in Article 43 paragraph (2) of
the Flats Law.

On the other hand, the UUCK With the issuance of Law Number 11 of
2020 concerning Job Creation, the Ministry of PUPR feels that changes to the
regulations on flats need to be revised so that Government Regulation Number
12 of 2021 concerning Amendments to Government Regulation Number 14 of
2016 concerning the Implementation of Housing and Settlements is issued.
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Article 22 I paragraph (7) stipulates that 20 percent of construction for single
houses/series houses is calculated from the total number of units and the
availability of Public Infrastructure, Facilities and Utilities in a planned housing,
while for flats 20 percent of construction is in terms of the volume of building
construction. flats that are being marketed. The basis of Article 22 I paragraph
(7) is a manifestation related to the requirements for signing the PPJB which has
been revised in PP 12/2021.

In the aspect of authority in signing the contents of PPJB in the revision
of PP 12/2021, especially Article 22 I paragraph (7) has been signed by
prospective buyers and development actors made before a Notary, because
basically it is the essence of the agreement which is based on Article 1338 of the
Civil Code where the agreement signed made validly applicable to the law for
those who make it apply the principle of pacta sunt servanda.

Keywords: Notary, Binding of Sale and Purchase Agreement, UUCK
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